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Rumah Jabatan DPR
yang Melompong

Deretan rumah tak berpenghuni di kompleks Rumah Jabatan A\nggota DPR di kawwasan
Jaksel menyajikan ironi di tengah pemberian tunjangan perumahan bagi anggota DPR.
Apalagi. kebutahan masyarakat akan hunian belum sepenuhnga terpenuhi.

esarnya nilai tunjangan
B]mrumuh;m bagi anggota

DPR tak hanva mengu-
sik publik. Tunjangan yvang
sempat disebutkan Kp 50 juta
per bulan untuk setiap anggota
DPR itu juga terasa menjadi
ironi di tengah deretan rumah
berlantai dua di kompleks
Rumah Jabatan Anggota DPR
di kawasan a. Jakarta
Selatan, 6/8,/2025).
yvang tampak melompong ka-
rena tak berpenghuni.

Kompleks perumahan yang
tak lagi dihuni ggota DPR
sejak akhir 2024 itu pun tam-
pak tak terawat. Tak terkecuali
deretan unit-unit rumah ber-
lantai dua di dalamnya. Rum-
put liar tumbuh menjuliang
tinggi hingga menyentuh jen-
dela rumah. Daun kering di
biarkan herserakan di hala-
man. Cat krem pada dinding
dan atap rumah berwarna me-
rah kecoklatan juga terlihat
mengusam dan memudar.

Sepl 1k lagi terlihat kesi-
bukan lalu lalang kendaraan
bermotor, juga hilir mudik ma-
nusia. Satu-satunya yvang

“"menghidupi” kawasan semata
dari Masjid Al-Amin di tengah
kumpldo Saat tiba waktu me-
alat, masth ada

wr komple ng
beribadah di sana.

Di kompleks Rur
an Anggota DPR di K.
ini, menurut catatan Kempas,
berdiri 596 rumah. Rumah ja-
batan untuk anggota DPR juga
tersedia di Ulujami, Jaksel, se-
hanyak 51 run

Menurut salah seorang pe-
tugas kebersihan M i
Al-Amin, rumah-rumah di
kompleks itu sudah kosong di-
tinggal penghuni sejak Desem-
ber 20 Kini, menurut d
aktivit utin di kompleks ha-
nya patroli bergiliran sejumlal
petugas keamanan kompleks.

Pedagiang minuman yang bi-

asa berjualan di sekitar kom-

pleks, Wardani, menambahkan,

pasokan air dan listrik di
rumah-rumah juga sudah di-
putus. Karena itu, ketika ma-
lam tiba, hanya sinar
pu-lampu penerang
menyinari kompleks. Ta
lagi penerangan dari ratusan
rumah di dalam perumahan
"Dulu ramai. di dalam
{perumahan), mulai sepi De=
sember kemarin. Sekarang
mungkin di bawah 10 petugas
keamanan yang.masih ada di
dalam. Kan, adaldebih dari 300,
rumalydi situ,” katanya

Dinilai tak layak
Di pengujung masa jabatan

angg; DPR periode
2019 24, DPR bersama pe-

merintah memutuskan agar
rumah-rumah jat anggota
DPR di Kalibata dan Ulujami
itu tak lagi perlu ditinggali. Se-
bagai gantinya. tunjangan
pxrunmh.a.ﬂ diberkan untuk
set |.1|} anggota DPR

disi rumah yang dinilai
k ditinggali wakil
lah satu dasar

mbangan la-
an yang di-

penggantian. Per
in, besarnya
butuhkan untuk merenovasi-
nya, Dengan memberikan tun-
jangan perumahan, mereka
beranggapan bakal lebih efisi-
en,

Namun, kala itu, besaran
tunjangan perumahan itu be-
lum ditentukan. Ketika sudah
diputuskan pun, tidak ada
n kepada publik.
Belakangal t nominal
tunjangan purum_ih.m terung-
K 5 .

an bagi setis 1 ang-
1 DPR. publik terkesiap. Ni-
ai tunjangan dinilai terlalu
fantastis di tengah kesulitan
ekonomi fapi i
rakat. Kekecewaan publ
1 dalam unjuk ras
lak tunjangan perumahs

Hota I)PH

Kompleks Parlemen,
Jakarta

Sehari
\’-'—.Lkll K
Pa

y; mmd mul;..ld.mi'k.m
i tunjangan yang diterima
anggota DPR.

Menurut 'Pasco. tunjangan
hanya dibenkan selama seta-
hun Oktober 2024-Oktober

025, dengan besaran Rp 50
Jm 1 per bulan, G Eng-itu
digunakan untuk biaya menye-
wa rumaliselama |

m batarranggol:
2024-2029. Maka, total tun-

Jangan perumahan.yang akan
diterima setiap anggota DPR
sebesar Rp 600 juta Dengan
Jumlah anggota DPR
20242029 sehanyak 580
orang. berarti anggaran yang
al dikucurkan sebesar
Rp 348 miliar.
Intinyar tunjangan peru-
mahan tetap diberikan meski
besaran 1dak seperti yang
rakan pimpinan
DPR lainnya ataupun pihak
Sekretariat Jenderal DPR. yak-
ni diberikan setiap bulan hing-
i abatan anggota

Kompas telah menghu
arts Jenderal DPR
Indra Iskandar untuk mena-
nyakan nasib dari ratusan ru-
mah yang berlokasi di kawasan

bungi

Namun, hingga artikel ini di

Indra tidak merespons.

I| 7 Oktober 2024, Indra
n bahwa ratusan

dan Kementerian Keu-
angan untuk ditangani lebih
lanjut, termasuk peraw

dan pemanl innya. Adapun

sebagian rumah dinas anggota
Dewan vang berada di Uluja-
mi, Pesanggrahan, Jaksel, akan
dijadikan tempat pelatihan ba-
aratur sipil negara.

ik digunakannya ralusan

itu terbilang ironis di te
masih banyaknya wargs
kesulitan untuk memi
mah. Mengacu ta Kemente-
rian Perumahan dan Kawasan
Permukiman, tercatat keku-
ra.ng,an (backlog) rumah men-
up.u 99 juta unit, ditambah
masih'banyak rumah tidak
huni, vakni 26,9 juta

tnit.

Tak selaras efisiensi

anajer Riset Sekretaris
N 1al Forum Indones
tuk Transparansi Anggaran
(Fitra) Badiul Hadi pun meng-
kritik tunjangan perumahan
untuk anggota Dewan itu.
Meskipun pimpinan DPR
menghklaim tumjangan Rp 50
Juta per bulan hanya diberikan
sampai Oktober 2025 dan di-
pakai untuk menutup kebu
tuhan sewa rumah selama li-

un-

ma tahun, dana yang dibutuh-
kan tetap saja be Bahkan,

setelah dihitung jauh lebih efi-
sien jika ramah-rumah jabatan

.m;,p,nl di Kalibata har -
kitar Rp 24 juta per unit per
tahun. Jika rumah j
anggota berjumlah
hanya dibutuhks

)
perumahan untuk 580 anggota
DPR sebesar Rp 348 miliar.

"Ini menunjukkan ketidak

seimbangan yang sangat tajam
dan mengindiks n kebijak-
n yang tidak en. apalagi

mengatasnam: n efisien-
si,” kata Badiul Hadi

Kebijakan pemberian tun-
jangan perumahan itu jelas
bertentangan dengan kebijak-
an ¢fisiensi dari pemerintahan
Presiden Prabowo Subianta
Apalagi di tengah kondisi fiskal
vang ketat dan kebutuhan rak-
vat yang jauh lebih mendesak,
seperti percepatan pemby
ngunan 3 juta rumah la
huni, subsidi pangan, dan pe-
nanganan stunting atau teng-
kes.

“Alokasi ini berlebihan, ti-
dak proporsional, dan ti
mencerminkan pri
si vang selama ini digaungkan
pemerintah,” katanya.

Hal itu juga memunculkan
paradoks kebijakan publik Di
satu sisi, DPR mengklaim efi-
siensi dengan memberikan
tunjangan rumah, tapi di sis1
lain aset negara berupa rumah
jabatan anggota DPR justru
terbengk an tidak diguna
kan.

"Padahal, ramah-rumah ini
aset negara yang dibangun
oleh APBN untuk kepentingan
publik vang kini dibiarkan
kosong, mengubah fungsi tan-
nfaatkan aset terse-

et negara mni
™ kata Badiul.
khirnya, pemberian
in dengan
dalih efisiensi justru menun-
jukkan paradoks kebijakan
yang jauh dari rasa keadilan
Rumah jabatan anggota DPR
kosong, sedangkan

t digelontorkan de-

kembali dlpun;,ul untuk me-
mimpin? (HIDAYAT SALAM)
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